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Abstrak
 

Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima sebagaimana diamanahkan oleh UUD

1945, oleh karena itu Republik Indonesia memahami mengenai pentingnya penegakan hukum. Penegakan

hukum memiliki banyak aspek dan sistem untuk menjalankan fungsinya, salah satunya penegakan hukum

pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan hukum pidana. Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga

penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penuntutan, eksekusi

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur

dalam Undang – Undang. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tersebut terkadang dibutuhkan

metode diluar dari cara - cara yang biasa digunakan, yang salah satunya adalah cara – cara intelijen

termasuk penyadapan. Pengaturan intelijen penegakan hukum terutama cara – cara penyadapan masih rancu

dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, sehingga terjadi perdebatan dan diperlukan analisis

yang dalam untuk menjawab permasalahan ini. Ada baiknya jika pengaturan cara – cara intelijen termasuk

penyadapan diatur dalam suatu produk hukum Undang – Undang.

<hr /><i>Indonesia is a country that put law as its guide as mandated by UUD 1945. Because of that reason

Indonesia understands the importance of law enforcement. Law inforcement in Indonesia have many aspects

and systems, one of them is the inforcement of criminal law. Indonesia’s prosecutor office as one of the law

enforcement agency, has the duty and authority to prosecute, execute court rulings, and investigate certain

crime according to law. In order to do it’s duty and authority, sometimes Indonesia’s prosecutors have to do

things beyond the general methods, and one of those methods is intelligence, which include interception.

Indonesian law hasn’t fully regulated law enforcement and interception yet, which resulted in uncertainty in

the uses of the methods. It would be better if the government make a law that regulates law enforcement

intelligence and interception.</i>
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